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PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG
PELAKSANAAN PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL
PENYULUH KELUARGA BERENCANA DAN PETUGAS LAPANGAN KELUARGA
BERENCANA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan
tenaga Penyuluh Keluarga Berencana dan Petugas
Lapangan Keluarga Berencana yang semula menjadi
urusan pemerintahan kabupaten/kota menjadi urusan
pemerintah pusat;

b. bahwa berdasarkan Pasal 48 huruf e Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,
Badan Kepegawaian Negara antara lain bertugas
menyusun norma, standar, dan prosedur teknis
pelaksanaan kebijakan Manajemen ASN;

c. bahwa untuk mendukung pelaksanaan urusan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
mengalihkan Pegawai Negeri Sipil Daerah

Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan fungsional
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Mengingat

Penyuluh Keluarga Berencana dan Petugas Lapangan
Keluarga Berencana menjadi Pegawai Negeri Sipil Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian
Negara tentang Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri
Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang Menduduki Jabatan
Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan Petugas
Lapangan Keluarga Berencana menjadi Pegawai Negeri
Sipil Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana

Nasional;

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5080);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non
Kementerian sebagaimana telah tujuh kali diubah

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013



Menetapkan
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tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden
Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata
Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);
Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan
Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19
Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Kepegawaian Negara sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala
Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian
Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1282);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG PELAKSANAAN PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI
SIPIL DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG MENDUDUKI
JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA

DAN

PETUGAS LAPANGAN KELUARGA BERENCANA

MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1.

Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang
dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional adalah:
a. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan

fungsional Penyuluh Keluarga Berencana;
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2.

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

b. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan
Petugas Lapangan Keluarga Berencana;

c. Pegawai Negeri Sipil yang mengisi kebutuhan
jabatan fungsional Penyuluh Keluarga Berencana
yang saat ini masih menduduki jabatan pelaksana;
dan

d. Calon Pegawai Negeri Sipil yang mengisi kebutuhan
jabatan fungsional Penyuluh Keluarga Berencana.

Pejabat yang Berwenang adalah Sekretaris Utama

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana

Nasional.

BAB II
PENGALIHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 2
Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten /Kota
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf a
sampai dengan huruf d dialihkan menjadi Pegawai Negeri
Sipil Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
Nasional.
Pegawai Negeri Sipil yang telah dialihkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ditempatkan pada unit kerja
yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang keluarga
berencana di wilayah Kabupaten/Kota.
Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional
Penyuluh Keluarga Berencana dan jabatan Petugas
Lapangan Keluarga Berencana yang telah dialihkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap menduduki
jabatan fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan
jabatan Petugas Lapangan Keluarga Berencana.
Pengalihan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan terhitung mulai tanggal
1 Oktober 2016.
Pemberian gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada



(6)

(1)

(2)

(3)

(1)
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terhitung
mulai tanggal 1 Januari 2017.

Pemberian gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk bulan
Oktober, bulan November, dan bulan Desember 2016
tetap dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

BAB III
TATA CARA PENGALIHAN

Pasal 3

Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota wajib menyampaikan
daftar nominatif Pegawai Negeri Sipil Daerah
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
angka 1 huruf a sampai dengan huruf d yang akan
dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional kepada
Pejabat yang Berwenang.

Berdasarkan daftar nominatif yang disampaikan oleh
masing-masing Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Yang
Berwenang memeriksa kebenaran dan keabsahannya
serta menyampaikannya kepada Kepala Badan
Kepegawaian Negara.

Daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) dibuat menurut contoh sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 4
Kepala Badan Kepegawaian Negara menetapkan
keputusan pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
angka 1 huruf a sampai dengan huruf d yang akan
dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Badan

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.



